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Pengantar

Isu hak asast manusia sering menjadi
isu yung kontroversial untuk banyak negara.
Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan per-
soulan-persoalun seperti distribust kekuasaan
dalam masyarakat, pembalasan kekuasaan
politik, dan sebagamya. Balam hubungan
internasional, yang menyangkut hubungan
antar negara, isu HAM i sering diperkervh
dengan adanya praktek kondisionalitas,
tekanan dan dugaan intervenst dari negara
besar.

Untuk Cina 1su HAM adalah isu
yang sensitil, terutama sejak 4 Juni 1989, ke-
tika masyarakat inlermasional untuk pertama
kalinya menaruh perhatian besar pada
peiaksanaan HAM di Cina. Perhatian inter-
nasional yang tadinya begitu senyap, tiba-tiba
bercaksi sungat keras setelah tragedi Tian
An Men 1989,

Tulisan ini akan membahas bagai-
mana Cing memandang dan menginterpre-
tastkan HAM. apa yang membedakannya
dengun pundangan negara demokrasi liberal
dan bagaimana pelaksanaan HAM di Cina
saat ini,
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I. Berbagai Teori Hubungan
Internasional mengenai HAM

Dalam hubungan internasional.
persoalan hak asasi manusia sering dikaitkan
dengan perspektifl realist (power politicy)
maupun perspektit cudiwral relativism,'

Dalam tradisi realts, diickankan
bahwa “the primacy in afl political fife is
power and security”. Fokus in1 muncul
karena adanya sifat manusia yang mene-
kankan self-interest dan egois dalam dunia
yang bereirikan anark:. Dalam situasi anarki
di mana setiap manusia saling mementingkan
dirinya sendini “universal moral principle
tidak dapat berlaku untuk menjelaskan
tindakan suatu negara”™.” Tindakan suatu
negara dengan demnikian sangat dipengaruln
oleh kepentingan nasional yvang bercirikan
power dan security dan bukan moral yang
justru sering bertentangan dengan kepen-
tingan nastonal suatu negari.

Pandangan realis tentang HAM,
mendapat dukungan dan berkembang pula
sewring dengan berkembangnya teort HI
Robert Art dan Kenncth Waltz, penganut
nco-realis misalnya menyatakan “states in
anarchy cannot afford 1o be moral” yang
pada intinya membenarkan sikap amoral dari
tindakan suatu negara.’
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Argumen rcalis tentung HAM
sering diperkuat dan dukuti dengan argumen
refarivist yang memandang bahwa nila
moral sesungguhnya secara historis dan
budaya sangat spesifik dan tidak bersifat
universal. George Kennan, ilmuwan HI
terkenul, misalnya, menyatakan “tfrere are

no internationally accepted standard of

wmarality ro which the US. govermment
could appear, if it wished to act in the name
of moral principle”.”

Pada tingkatan yang lebih praktis,
kalangan ini mengemukakan adanya tiga
model pencrapan HAM. yaitu:

. Pendckatan yang diterapkan di dunia
pertama yang menekankan hak sipil
dan politik dan hak bagi pemilikan
pribadi.

Pendekutan kedua adalah yang

diterapkun di negara dunia kedua,

yang lebih mementingkan hak-hak

ckonomit dan sosial.

3. Sedangkan pendekatan ketiga, 1ehih
banyuk diterapkan di dunia ketiga

|3

yang masih berjuang untuk “self

derermination’ dan pembangunan
ckonomi.

Dalam perkembangannya konsepst yang
ditcrapkan di dunia ketiga dan negara sosialis
sering dikelompokkan ke dalam satu
kelompok, yang kontras dengan pandangan
individualisme dari negara Baral,

Dilam tiga model penerapan HAM
tersebut tentu saja terdapat keragaman dalam
sejarah, budaya, kondisi ekonomi dan problem
vang dihadapi. Dengan demikian kita tiduk
bisa menolak adanya “cultiral refativism’,

Teori lain yvang menjclaskan
mengenai HAM dalam HI adalah “radical
imiversalism’, yang berpandangan bahwa

36

semua nilal termasuk HAM adalah bersilat
universal yang tidak bisa dimodifikusi untuk
menyesuaikan perbedaan budaya dan
sejarah. Kelompok ‘radikal umversalis’ i
menganggap hanya ada satu paket mengenai
HAM yang keseluruhannya berlaku sama di
semua tempat dan di sembuarang waktu.

)1 antara kedua spektrum i ter-
dapat berbugal vartast mengenai relativisme
HAM. Yang pertama adalah strong
relarivist yang beranggapan bahwa HAM
dan nilai-nitai lainnya secara prinsip ditentukan
oleh budaya dan lingkungan. Universal HAM
hanya berfungsi sehagai pengontrol dar nilal
budaya yang spesifik saja. Weak redativisi,
sebaliknya membert penckanan yang lain,
bahwa HAM bersifat universal dan sulituntuk
dimoditikas: berdasarkan pertimbangan
budaya tertentu.

i1. Perspektif Cina mengenai HAM

Bagaimana kita menjelaskan
persoalan HAM di Cina jika menganalisanya
dari berbagai perspektit Hubungan
Internasional yang berkembang terschut’?

Deng Xiaoping pernah menyatakun
komentarnya mengenai masalah ini dan
menyatakan: “The human right issue is the
crux of struggle herween the worlfds two
sociad svstem, If we fose the batrle on the
funnan right frone evervihing witl be
nmeaningless ro us”)”

Baguaimana Kita menterjemahkan
kutipan di atas, vntuk menzelaskan konsepsi
Cina tentang HAM?

Pada saat Treaty of Westphalia
(1648) dicctuskan, secara umum di negara
Barat mengenal adanyy ‘unconipromise
soverelgniy’ . Artinya, pemerintahan suatu
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negara mempunyal kewenangan absolut
terhadap warganya dan negara lain tidak
berhak turut campur dalam urusan dalam
negeri negara lam.

131 awal ubad ke-20, apalagi setclah
wkhie Perang Dunia [ dimana terjadi banyak
pelanggaran HAM. masyarakat internasional
dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat
untuk membual pengaturan internasional agar
tudak lagi terjadi pelanggaran HAM yang
tdak dapat ditolerir. Lahirnya di tahun 1948,
30 pusal Lniversal Declaration of Human
Right. Walaupun deklarasi ini tidak memiliki
kekuatan hukum internasional yang memaksa,
namun disadari bahwa deklacast ini secara
implisit memberi pembatusan pada gagasan
state sovereignty yang absolut.

Untuk Cina, gagasan mengenai
ahsolute territorial soverefgnty, baru
dikenal di awal abad Ke-20. Konsepsi
tradisional mengenar Middle Kingdom
(Zhongeoe) tidak membert batas yang jelas
antara negara pusat dan periferi. Oleh Karena
itu konsep external sovereignty tidak dikenal
dr Cima.”

Di abad ke-19. ketika Cina menjad:
Jarahan negara Barat, konsepst sovereigniy
diterima dengan terbuka. Dalam waktu
singkat pemikiran tradisional mengenal
kekatsaran dalam tradisi dinasti di1 Cina
digantikun oleh pandangan moderen
mengenal perlunya suatu negara yang
berdaulat dan tidak dapat diintervens: oleh
piliak lain yang bukan bangsa Cima.

Ketika rezim komunis Mao Zedong
membentuk PRC di tahun 1949, sejuk awal
Cina beranggapan bahwa setiap pemerin-
tahan seharusnya memiliki kewenangan yang
tidak terbatas untuk bertindak dalum batas
negarunya. Dalam upaya untuk meng-
aphkasikan gagasan HAM di Cina, jelas
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bahwa realisasi prinsip HAM bukan menjadi
target dari pembentukan rezim komunis Cina,
Pemimpin Cina tidak pernah mengacu pada
perscalan HAM sebagar agenda politik
miereka, walaupun kenstitusi Cina baik tahun
1942, 1956, 1976, 1978, 1982 dan 1997
memuat dengan jelas prinsip-prinsip HAM.

II1. HAM di Cina dalam Pelaksanaan

Sejak 1949 Cina scbagal negara
sosialis, secara tradisional menyepakati
pandangan negara sosialis dan dunia ketiga
mengenat konsep HAM, yang menekankan
pada aspek ekonomi dan sosiud. Pada saat
kebanyakan negara Barat menckankan hak-
hak universal dan penckanan pada hak sipil
dan politik, Cina justru menckankan hak
sosial dan ckonomi sebagai prioritas. Hak
sosial dan ekonomi tersebut bersifat kolekuf,
dan berada di bawah kedaulatan negara,

Elit politik Cina mengambil pen-
dekatan refarivist, yang intinya dalam
menerapkan standar HAM internasional,
farus dipertimbangkan keragaman nilai
internasional dan setiap negara harus
diperbelehkan menyesuatkannya dengan
sejarah nasional, kenyataan sosial budaya
dan pelitik yang ada.’

Cina juga memberi penekanan yang
kuat puda Colfective Right. Ketika Mujehis
Umum FPBB mengesahkan deklarasi
mengenal Hak Sosial, Ekonomi dun Budaya,
Cina mendukung dengan kuat. Cina bahkan
menyatakan hal int schagai terobosan yang
membawa konsep HAM lebih membumi dan
mendekatit kenyataan bagt negara dunia
Ketiga.”

Jika kita mengamati pandungan
resmi pemerintah Cina tentang HAM,
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sesungguhnya sambaran yang ditampilkan
sangat hervariasi dan setiap saat berbeda dar
satu faksi ke taksi lam. Aliran pertama adalah
Ulira Conservative yang menganggap
konseps: Cina dan konsepsi Barat tentang
Ham tidak selaras. HAM menurut
pandangan mereka harus dipahami dalam
kerangka Marxis yang berarti menjadi
suhordinal dari 1su kelas, Dalam (ransist
menuju masvarakat sostalis, pecmahaman
mengenal HAM  berada di bawuh
kediktatoran Proletarial yang untuk negara
komunis berada di bawah yuridiksi PKC.

Lehih lanjut mereka menyatakan
buhwa “kita tidak bisa mehhat tsu HAM
sebagai persoalan mdividu atau kolektif,
tetapt harus dilihat dalam kerangka fungs:
negara untuk melindungi hak individu.
Campur tangan internasional hanya
dibenarkun jika ada pelanggaran masal,
seperti rasisme atau kolonialisme™. Jika
mengacu pada teorl HAM, pandangan ini
erat berkaitan dengan perspektif “strong
refativist’

Fuksi tain adalah kelompok ‘maode-
rete conservative’ . Walaupun mereka tidak
lagi menckankan pada kelas, tetapt mereka
masth menekankan pada hak warga negara.
Kelompok int sering mengutip pasal 51 dari
konstitusi tahun 1982 untuk memperkuat
areumen mereka: Y. the exercise by
citizen ... of their freedom and right may
not infringe wpon the interest of the stale,
or society and the collective”. Fika kita
mengklasifikasikan kelompok in dalam aliran
yung berkembang, mereka mewakili aliran
“weak relativist.

Kelompok ketiga adalah kelompok
liberal. Fukst ini memiliki kemiripan dengan
sedikit banyak dengan kelompok liberal
konservatif dan  sedapat mungkin
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mengkaitkan persealan HAM Cina dengan
deklarasi vntversal HA M.

Dalam kenyataannya. disamping
adanya faksi-faksi terscbut, jika Kita
mengamalti selama periode Mao, penekanan
pada hak sosial dan ekonomi menjadi prioritas
sedangkan hak sipil dan pelitik individu hamypr
tidak dipentingkan. Sttuast pasca 1949
memang memperlihatkan keadaan sistem
sostal ckonomti yang lebih batk dibandingkuan
dengun keaduaan schelum 1949 dengan
sistem distribusi yang ichih egalitarian, akses
untuk kesehatan dan pendidikan, pekerjaan,
dan berhasilkan dimimimalkannya kemiskinan.
Di sisi lain, hak sipil dan politik sangut
terbatas. Hak sipil yang dijamin dalam 4
konstitusi, seperti hak untuk berserikan,
kebebasan media, hak untuk mogek dan
demonstrasi. kebebasan beragama. dan lain
sebagainya, hampir tidak diindahkan.

[Dua tahun setelah kematian Mao di
tahun 1976, Cina di bawah Deng Xiaoping
niclancarkan gerakan 4 modernisasi. Dekade
setelah pelaksanaan modernisast ditandiu
dengan perubahan ekonomi terpusit menjadi
campuran kombinast perencanaan terpusal
dan mekanisme pasar. Sccara implisit terjadi
pula pergescran ke arah upaya penegakan
hukum, desentrabisasi kepuiusan ckonomi,
pluralisme. dan pergeseran pada gagasuan
kesejuhteraan rakyat,

- Apadampuk dari perubahan terscbhut
pada kondist HAM di Cina? Legal

framework bagi kondisi HAM di Cina

selama era modernisasi adalah konstitusi
tahun | 9382, yang walaupun agak febih liberal,
tetapi tetup tidak berubah secara substansial
atural formal yung berlaku. Seperti juga
konstitusi sebelumnya, terlihat bahwa aturan
ini tidak mampu mengakomodasikan
perkembangan masyarakat.”
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Sebagai gambaran dapat
diperlihatkan misalnya mengenal hak sipil dan
hak politik. Konsitusi 1982 bukanlah
dokumen liberal vang bisa memungkinkan
perluasan hak sipil dan politik mdividu.
Konstitust 1954 menjamin kesamaan di depan
hukum bagi semua warga negara, kembalii
dicantumkan pada konstitust int, begitu pula
hak untuk memilih dan dipilih tanpa
mempertimbangkan olasy background
dicantumkan, Pengawasan dan akuntabilitas
politk juga diperfuas. telapi ronisnya hak
untuk mogok dan empat kebebasan sepert
vang lercantum dalam konstitust 1975 dan
1978 dicabut."”

alaupun konstitust memperlihatkan
keterbatasan pada hak-hak sipil dan politik,
dalam kenyataan hak sipil di Cina
memperiihatkan kemajpan yang substansial
selama era modernisasi. Masyaraukat Cina
mulai lebih rileks untuk dapal menikmati
kebebasan, karena restroiksi dar pemerintah
pada urusan pribadi hampiz tidak didapati fagi,
kecualt jika mereka melanggar rambu batas
yvung telah diuentukan. Kebebasan
bereksprest meluas. kebebasan untuk
membentuk asosiasi juga tumbuh subur.

Sitnasi int sayangnya tidak diiringi
dengan kesiapan perangkat hukum untuk bisa
menyesuatkan perkembanguan 1ini. Dengan
demikran, pika kita menggambarkan
perkembangan HAM < Cina di era
modermnisasi sebelum terjadinya traged Tian
An Men memperhhatkan ketidaksiapan
pembaharuan politik untuk mengikuti
perkembungin yang telah terjadi di tingkat
masyarakat.

Partisipast internasional pada saat in
juga memperlihatkan kemajuan besar.
Sampal dengan [989, Cina telah akul ikut

berpartisipast datam Human Right
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Commission di PBB, dan telah meratifikas
7 konvensi internastonal, Periode im, kita telah
melihat pergeseran pada sikap Cina secara
perlahan akan kesadaran perlunya hak politik
dan siptl bagi individu.

Di bidang ekonomi. kensttust 1982

juga memperlihatkan kesenjangan dalam

pelaksanaannya. Aturan dalam konstitusi ini
tidak lagi bisa mengejar kecepatan perubiahan
yang berjalan di bidang ekonomi. Yang paling
menonjol dart sini adalah kelambanan untuk
merespon berbagail persoalan yang terkait
dengan pelaksanaan reformasi seperti
persoalan jaminan social (secial welfare and
social security infrastructure). Aturan-
aturan dalam konstitusi terlalu usang untuk
hbisa menahan dampak pelaksanaan free
market economy di Cing,

Jadi jika kita simpulkan secaru
ringkas, periode 1ni ditandai dengan
Ketegangan bagaimana menjembalani
ketidak-muampuan ataran lama untuk
merespon perubahan dengan belum adanya
aturan baru atau kesepakatan antara elit
tentang bagwmana scharusnya mengelola
HAM dalam pelaksanaan reformast yang
berlangsunyg. Persoalan-persoalan seperti
persoalan sociad security yang dijamin pada
era ekonomi terpusat, yang tidak lagi bisa
berlaku dalam sistem free market econommny,
dan ketiduk-adaan aturan untuk membantu
‘the foser’ dalam perubahan yvang tecjadi
dengan gagasan mengenai “social sufery
net” Social safety net atau jaring pengaman
sosial adalah perangkat yang bisa “mehndungi
masyarakat’ dari factor “fall our’ yang selalu
bisa terjadi.

I'V. Tian An Men 1989 dan Sesudahnya
Tragedt Tian An Men jika kita
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menganalisanya dart perkembangan HAM
di Cing memperlihatkan dengan baik
kegagalan Cina untuk bisa mencari solust bagi
tantangan-tantangan vang dibawa sebagai
akibat peluksanaan reformasi ekonomi dan
aturan yang hendak diberlakukan yang tidak
lagi sesuai dengan kenyataan,

Dalam kerangka HAM, periode
setelah Junt 1989 bisa dibagi menjadi 2 fase
yang saling tumpang tindih, vaitu vet-fuck
bagi upaya-upaya peningkatan hak sipil dan
politik dan kembalinya kebijukan ortodoks
marxis leninis yang meneckankan kembali
pada hak ekonomi dan sosial. Periode
sesudith 1tu juga ditandai dengan terus tarik-
menarik antara kekuatan reformis yang ingin
mengembalikan dan mendukung reformasi
politik dengan kekuatan vang tetap kukuh
ingim bertahan dengan aturan main
konservatif yang membatasi hak sipil dan
politik individu.

Scpintas terlihat bahwa reaksi
pemerintah Cina terhadup tekanan
internasional sesudah Juni 1989 bersifat
negatit, dengan terus melontarkan kecamun
kepada negara Barat dan terutama Anlerika
Serikat yang dituduh mgin menjalankan
kebijakan “peaceful evolution’ yung
bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan
komunis di Beijing. Namun, jika Kkita
mengamati lebih dalam, tidak seluruzhnya
respon durt pemerintah Cina adalah negatif
dan retaliast. Deng Xiaoping sendiri
berpandangan bahwa Cina haros bisa
menyelesatkan perseoalan ini dan mencegah
agar isu HAM tidak dijadikan senjata bagi
negara  kapitalis alau  fniernational
hourgeofs untuk menghancurkan Cina.'!

Untuk pertama kalinya Cina secara
terbuka merespon kecaman dan tantangan
schubungan dengan tuduhan pelanggaran
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HAM yang berlangsung. Cina juga terus gigih
mengembangkan berbagar argumen untuk
mendukung persepst konsepsi mercku
mengenal kedaulatan negara, hak penentuan
nasib sendiri bagl minoritas, hak-hak ckonon,
dan sebagainva.

Berbagal 1su yang biasanya menjadi
kepedulian banyak negara terhadap
pelaksanaan HAM di Cina adalah:”

. Penahanan kelompok aktivis pro-

demokrast.

2. Tibet.

3. Religious suppression. penahuanan
dan penyiksaan terhadap penganut
Katolik. Protestan.

4. Prosedur penahanan yang rawan
pelanggaran karena tiduk adanya
criminal procedire.

5. Lemahnya sistem peradilan.

6. Penyiksaan tahanan dalam kamp
pekerja.

7. Pelanggaran hak buruh.

8. Pemaksaan aborsi dan sterilisasi.

9. Transplantas) organ manusia,

10. Trafficking dan abuse of wonien.

H. Cultural genocide.

12. Eksport produk yang dihasilkan oleh
tahanan ke AS dan lain sebaguinya.

Kesimpulan

Perkembangan yang terlihat saat im
memperlihatkan Cina ikut serta secara aktif
dalam repim internasional Hak Asasi
Manusia. Cina sampai tahun 1999 telah
menanda-tangani sembilan konvensi
internasional mengenat:

1. Convention on Prevention and

Punishiment of Crime of Genocide

2. The Convention Relating to the
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Status of Refugee
3. The Protocof Relaring to the Sratis
af Refuger

4, The Imternationud Convention af

All Form of Racial Discrimination
5. The International Convention on
the Suppression and Punishment
of Crime of Apartheid
6. The  Convenrion on  fhe

Flimination of Al Forms of

Discrimination Against Women

7. The Convention Against Torture
and Other Cruel, Inhuman or
Degrading
Pinishment

8. The International Convention on
the Right of the Child

9. The Convention Concerning
Faual Renumeration for Men and
Waomen
Fgual Value

Cina di tahun 1997 menanda-tangani
International Convenant on Economics.
Social and Cultural Riphts. Dt tahun 1998
Cina jugd menanda-tangant fnternational
Convenant on Civil and Polifical Rights.

Dalam persoalan mengenai HAM,
terlihat jelas bahwa Cina bertindak schagai
kekuatan realis yang beranggapan bahwa
HAM bersifat relatif dan tidak bisa dijadikan
alat bagt diplomasi internasional dimana suatu
negara bisa menckan negara lain sehubungan
dengan persoalan FHAM. Sikap inl memang
diwarmai olch berbagai laklor seperti sejarah,
kebanggaan nasional dalam konsepst adanya
state sovereignty setelah berabad-abad
berada dalam periode kolonialisme dan
eksploitast, serta konsepsi 'face” yang sangat
dipentingkan oleh Cina.

Sejurah memperlihatkan bahwa
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Treatment of

Waorkers for Work of

Cina saat tm1 menerima HAM schagui
praktek normal diplomasi, sebagat bagian dar
masyarakat internuasional vang beradab.
Kasus HAM di Cina memperlihatkan bahwa
diplomas1 yang dilakukan udaklah efektif
untuk dijalankan jika menggunakan mctode
‘hukuman’. Persoalan HAM di Cina setelah
Tian An Men lebith banyak diperkeruh
dengan banyaknya kepentingan vang
tumpang tindih yang seringkali tidak semalta-
mata menyangkut persoalan HAM. Untuk
Cina  sendiri,  persoalan  11AM
memperlihatkan sesvatu yang tidak harus
dirisaukan. Kebanyakan masyarakat
merasakan lebih hanyak kelonggaran yang
diberikan pada saat ini, dibandingkan dengan
apa yang mereka bisa mikmati di masa
sebelumnya.
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